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GBHN Panen Kritik

JOGJA-Pengamat hukum tata

negara Zainal Arifin Mochtar
mempertanyakan konsep
pembentukan Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) yang
digagas MPR RI. Menurutnya,
keberadaan GBHN akan
bertentangan dengan sistem
pemerintahan presidensial.

Gilanq( Jiwana

gilang@harianjogja.com

Ditemui di tengah FGD antara MPR dan
akademisi di Hotel Sheraton Jumat (15/4),
Zainal mengatakan ide pembentukan GBHN
sebenarnya benar. Namun saat ini sebenarnya
sudah ada UU No.1 7/2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan
.Jangka Panjang. Hanya Saja penerapannya

belum terintegrasi secara nasional.
. Zainal menambahkan GBHN hanya bi-

~ sa diterapkan pada sistem pemerintahan

parlementer atau semi parlementer. Saat ini
Indonesia menganut sistem Presidensil di
mana Presiden bertanggungjawab terhadap
rakyat bukan kepada MPR.

~"GBHN haram diterapkan di sistem presidensil,
Kalau mau menerapkan ya ayo sekalian ubah
sistemnya menjadi parlementer atau semi
parlementer dimana MPR bisa menghakimi

. presiden," papar Zainal.

Namun secara pribadi Direktur Pusat Kajian
Anti Korupsi (Pukat) UGM ini mengaku sistem
presidensial lebih nyaman untuk diterapkan
saat ini. Pasalnya presiden dipilih langaung
oleh rakyat. Kondisi berbeda terjadi bila sistem
parlementer diberlakukan dimana MPR lah

- yang memilih presiden. Selain itu saat ini

menurut Zainal sudah ada rencana-rencana

~» Saat ini Indonesia menganut
sistem Presidensil di mana
Presiden bertanggung jawab
terhadap rakyat bukan kepada
MPR. _ .

» Gubernur DIY Sri Sultan Ha-
mengku Buwono X menilai
rencana menerapkan kembali
GBHN masih harus dibicarakan
lebih rinci. \ i

pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang menggantikan
fungsi GBHN. : ‘

" "Saya menduga yang ingin memberlakukan
konsep ini orang-orang yang gagal di pemilihan
langsung," pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto
mengatakan keinginan memunculkan kembali
GBHN dilatarbelakangi anomali dalam
penerapan UU No.25/2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Hanya
saja penerapannya menimbulkan anomali
karena tak bisa mengikat kebijakan setiap

_kepala daerah. Akibatnya perencanaan di

tingkat daerah bisa jadi berlawanan dengan
perencanaan di tingkat pusat. .
"Misalnya ada calon wali kota yang visi dan
misinya bertentangan dengan rencana nasional,
KPU kan tidak bisa membatalkan, ini yang
sedang dicoba dikonsolidasikan," kata dia.
Sosok yang akrab disapa Inung ini me-
nambahkan dirinya setuju dengan rencana
pembentukan GBHN selama penerapannya
sebagai payung dalam penentuan Kebijakan
pembangunan. Namun bila GBHN menjadi
dasar bagi MPR untuk bisa memilih presiden
maka dia menyerahkan sepenuhnya pada

* keputusan masyarakat,

"Bila memang itu yang disepakati va silakan,

 tapi itu nanti juga harus mengamandemen

UU dulu," imbuh Inung.

Sementara Gubernur DIY Sri Sultan
Hamengku Buwono X seusai menerima
kunjungan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan
menilai rencana menerapkan kembali GBHN
masih harus dibicarakan lebih rinci. Dia
meminta MPR harus memastikan dulu
rencana pembangunan itu akan dibawa ke
arah yang tepat agar tidak sia-sia dan malah
menimbulkan kekacauan.

Sultan mengatakan saat ini pun sebenarnya
sudah ada peraturan tentang perencanaan
pembangunan yang bisa menjadi panduan.
Hanya saja sampai sekarang belum ada sanksi
yang jelas bila kepala daerah dan kepala
negara tak mengikuti perencanaan ini. Bila
ada perencanaan itu bisa diefektifkan maka .
pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah
bisa berjalan sinkron dengan perencanaan
nasional. ~ i

"GBHN kan sebenarnya sama saja, bedanya
hanya termuat di konstitusi,” tutur dia,

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meluruskan
konsep GBHN yang sedang digagas saat
ini. Dia menyatakan GBHN tidak berusaha
mengembalikan Indonesia ke zaman orde :
baru. MPR pun tidak berusaha menjadikan
dirinya sebagai lembaga tertinggi negara.

Konsep yang dilontarkan kali ini adalah
GBHN dalam aplikasi yang terbatas. Fungsinya
sebatas mempertegas UU tentang perencanaan
pembangunan yang sudah ada agar setiap
kepala daerah dan kepala negara memiliki
visi yang searah. Dia oun mengaku sadar
ada kontroversi dalam wacana ini sehingga
pihaknya masih berusaha mengumpulkan
masukan dari berbagai pihak.

"Ini juga bukan keinginan MPR, MPR
hanya menjembatani wacana ini dengan
mengumpulkan masukan dari berbagai
kalangan, termasuk akademisi dan kepala
daerah," tegas dia, -

Jue. BTUMY



